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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penelitian ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Penganiayaan terhadap anjing termasuk tindak pidana yang

melanggar hukum yang tercantum pada Pasal 302 KUHP tentang

Penganiayaan Hewan, yang isinya mencantumkan sanksi pidana yang dapat

diberikan berupa pidana penjara maksimal tiga bulan, namun apabila

penganiyaan tersebut dapat mengakibatkan hewan yang dianiaaya tersebut

mati maka pelaku terancam pidana penjara maksimal sembilan bulan.

Penjualan daging anjing juga sudah melanggar Surat Edaran Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor

9874/SE/pk.420/F/09/2018 Bagian E telah ditegaskan dengan jelas bahwa

daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan dan dapat dikenakan

sanksi administratif bagi pelaku penjualan daging anjing tersebut.

Penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Sleman terhadap

tindak pidana penganiayaan hewan yaitu penjualan daging anjing dinilai

kurang efektif dan kurang memberikan efek jera. Para pelaku tindak pidana

hanya diberikan sanksi berupa teguran dan surat pernyataan untuk tidak

melakukan kembali aksi penjualan daging anjing tersebut. Para pelaku tindak

pidana penjualan anjing tersebut tidak merasakan efek jera terhadap sanksi

yang diberikan pihak kepolisian, dikarenakan para penjual tidak memiliki lagi
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mata pencaharian selain dari menjual daging anjing tersebut, maka para penjual

daging anjing dengan terpaksa mengulangi perbuatannya. Kurang adanya edukasi

mengenai larangan penjualan daging anjing ini membuat masyarakat juga tidak

melaporkan penjual ke pihak kepolisian. Beberapa oknum pihak kepolisian

bahkan ada yang tidak tahu apabila daging anjing itu ilegal untuk diperjualbelikan

dan dikonsumsi karena anjing bukanlah hewan ternah melainkan hewan

peliharaan.

B. Saran

Menurut hasil dari kesimpulan yang telah dijelaskan pada penelitian ini masih

terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan. Maka dari itu berikut saran

yang diberikan oleh peneliti:

1. Memberikan sanksi yang tegas terhadap para oknum-oknum yang

melakukan penganiayaan hewan dan penjualan daging anjing tersebut

sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera untuk para pelaku

tindak pidana.

2. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan penjual

daging anjing untuk tidak melakukan penganiayaan hewan baik ringan

maupun berat. Diberikan edukasi bahwa anjing bukan hewan yang

dagingnya layak untuk dikonsumsi.
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